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Abstrak
 

Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim

Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode

perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim

Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan

menegaskan bahwa materi perkara PHPU hanya terkait dengan perbedaan perhitungan suara antara KPU

dengan Partai politik peserta Pemilu. Menurut ketentuan Undang-Undang, objek PHPU legislatif adalah

perolehan suara yang berpengaruh pada PT, kursi Parpol Nasional maupun Partai Lokal Aceh serta

terpilihnya anggota DPD. Hakim konstitusi seharusnya menolak gugatan dari awal, dikarenakan gugatan

tersebut bukan ranah PHPU. Oleh karenanya gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009,

seharusnya menjadi domain pengujian peraturan perundang-undangan (PUU).

......In the 2009 legislative PHPU, there is the decision of the Court that led to legal disputes. Justice

Constitutional litigation grant No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 regarding the calculation methods

the Parliament seat third stage. This decision led to debate over the law, because the judge has violated the

Constitution considered statutory provisions because the provisions of the legislation argued that the case

material related to PHPU only vote counting differences between the Commission with political parties in

the election. According to the provisions of Act, the object is PHPU legislative votes that affect the

Parlementary Thershold (PT), chairs the National Party, the Party and the election of Local Acehnese and

DPD members. The Justice of Constitutional Court should be reject this case, because not be domain to

PHPU. Therefore litigation Number 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009, should be a test domain

legislation (PUU).
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